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MOTTO

“We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the
Palestinians.”

“kita tahu betul bahwa kebebasan kita belum lengkap tanpa kebebasan dari rakyat
Palestina”

-Nelson Mandela-
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RINGKASAN

Muhammad Rizgy Nazwannoor, April 2026 TINDAKAN MENGUNGKAP DAN
MENYEBARKAN CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi, Program
Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Kehadiran peraturan-peraturan yang dianggap terlalu luas, multitafsir, dan kabur
kerap menjadi mimpi buruk bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya terutama
membuat produk jurnalistik. Setidaknya sepanjang tahun 2025 terdapat 86 kasus
pelaporan terhadap jurnalis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman kriminalisasi
hingga berujung pemidanaan terhadap produk jurnalistik sering kali terjadi dalam
beberapa kasus dan dikaitkan dengan beberapa pasal karet yang terdapat dalam
KUHP hingga UU ITE merupakan contoh nyata dari peraturan-peraturan tersebut.
Kini hadir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (UU PDP) yang hingga saat ini memang masih belum sepopuler Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan
masih minim implementasi serta masih dianggap kurang relevan untuk menjerat
jurnalis dan produk jurnalistik.

Akan tetapi secara substantif, Rumusan pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dinilai
memiliki kesamaan dengan pasal-pasal karet yang terdapat dalam Undang-Undang
ITE beserta perubahannya yaitu sama-sama terlalu luas, tidak memberikan batasan
yang jelas, dan multitafsir. Ditambah lagi pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP
tidak memberikan pengecualian secara eksplisit terhadap kepentingan atau kegiatan
jurnalistik berbeda dengan peraturan lain contohnya peraturan perlindungan data
pribadi Uni Eropa (GDPR) yang pada article 85 secara eksplisit mengecualikan
kepentingan jurnalistik, karya seni, sastra, dan akademis. Tidak berhenti sampai
disitu, Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil
terhadap pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) UU PDP dalam perkara nomor
135/PUU-XXI11/2025 yang mana para pemohon meminta MK untuk menafsirkan
pengecualian kegiata jurnalistik, akademik, karya seni, dan kesusatraan serta
meminta agar frasa “melawan hukum” ditafsirkan secara formil atau dengan kata
lain hanya dapat diberlakukan apabila diatur secara tegas dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan ditolaknya permohonan uji materiil tersebut lengkap
sudah senjata baru yang akan menjadi mimpi buruk dan bayang-bayang
kriminalisasi terhadap jurnalis dan produk jurnalistik lewat UU PDP yang tinggal
menunggu waktu.

Karetnya UU PDP tidak hanya berhenti pada penafisiran secara umum terhadap
pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2), Adanya pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-
Undang PDP yang mengkategorikan catatan kejahatan sebagai data pribadi yang



bersifat spesifik dan dilindungi ditambah tidak adanya pengecualian secara eksplisit
terhadap kepentingan jurnalistik dan tidak mengakui data pejabat publik sebagai
informasi publik. Kondisi seperti ini menciptakan kekaburan hukum dan celah
kriminalisasi selain karena tidak mengecualikan kepentingan jurnalistik dan
dilindunginya catatan kejahatan yang jika ditafsirkan secara luas dan sewenang-
wenang bukan tidak mungkin penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap
jurnalis yang mengungkapkan dan menyebarkan informasi riwayat kejahatan dan
informasi yang merupakan hak publik untuk tahu dengan dalih perlindungan data
pribadi. Padahal ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penegak hukum
tidak sewenang-wenang dan sembarangan menggnuakan pasal pengungkapan data
pribadi untuk menjerat jurnalis yang mengungkapkan dan menyebarkan informasi
riwayat kejahatan seseorang. Terdapat beberapa poin dan konteks yang tepat untuk
dapat menjerat jurnalis ataupun orang lain yang mengungkapkan informasi riwayat
kejahatan seseorang dan itu tidak sembarangan.

Meskipun begitu tetap saja kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih
belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers dan keseimbangan antara hak atas
privasi dan hak atas informasi sehingga pada beberapa konteks perlu menyesuaikan
dengan standar peraturan Internasional contohnya seperti peraturan perlindungan
data pribadi Uni Eropa (GDPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
tindakan pengungkapan informasi riwayat kejahatan seseorang untuk kepentingan
jurnalistik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan menganalisis bagaimana
kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terkait pengungkapan informasi
riwayat kejahatan seseorang untuk kepentingan jurnalistik sesuai standar peraturan
Internasional dengan menyeimbangkan antara hak atas privasi dan hak atas
informasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif
dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach)
dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tindakan mengungkapkan dan menyebarkan catatan kejahatan atau
informasi riwayat kejahatan seseorang oleh jurnalis, Berdasarkan KUHP,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketiga peraturan perundang-
undangan tersebut, Hanya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi saja yang mana tindakan
mengungkapkan dan menyebarkan catatan kejahatan seseorang oleh
jurnalis berpotensi menjadi tindak pidana itupun harus memenuhi beberapa
kriteria yaitu catatan atau informasi riwayat kejahatan yang diungkapkan
dan disebarkan merupakan dokumen resmi sebagaimana dimaksud pasal 4
ayat (2) huruf d UU PDP vyaitu catatan tertulis tentang seseorang yang
pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau

Xi



sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, Antara lain
catatan kepolisian (SKCK) dan pencantuman dalam daftar pencegahan dan
penangkalan maka bukan merupakan tindak pidana. Adapun sesuai dengan
penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Perlindungan Data Pribadi dan beberapa argumentasi dari penulis,
Kegiatan pengungkapan dan penyebaran infromasi riwayat kejahatan
seseorang untuk kepentingan jurnalistik tidak serta merta merupakan tindak
pidana sepanjang informasi riwayat kejahatan yang diungkapkan dan
disebarkan bukan merupakan selain itu jika informasi yang disebarkan
berisi public interest atau mempunyai urgensi bagi publik maka sudah
seharusnya bukan merupakan tindak pidana.

. kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya
menjamin kebebasan pers dan keseimbangan antara hak atas privasi dan hak
atas informasi sehingga pada beberapa konteks tidak ada salahnya jika
Indonesia menerapkan beberapa konsep dan standar yang berlaku pada
peraturan Internasional contohnya seperti peraturan perlindungan data
pribadi Uni Eropa (GDPR) yang pada pasal 85 mengecualikan kepentingan
jurnalistik, akademik, dan sastra dalam pemrosesan data pribadi. Konsep
atau standar tersebut dapat dilaksanakan dalam revisi Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apabila perlu
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hukum di Indonesia untuk mencegah
kekaburan dan ketidakpastian hukum. Tidak hanya sampai disitu dalam
konteks tuntutan hukum terhadap produk jurnalistik Indonesia dapat
mencontoh Amerika Serikat dalam memperlakukan produk jurnalistik yang
mana baik secara perdata ataupun pidana cukup sulit untuk menuntut
produk jurnalistik karena menerapkan standar pembuktian yang ketat
melalui konsep actual malice (niat jahat) seperti pada kasus Sullivan vs New
York Times (1964) dan kuatnya amandemen pertama yang melindungi
kebebasan berekspresi dibuktikan dengan Mahkamah Agung Federal
(Supreme Court) yang seringkali membatalkan perkara-perkara pidana
pencemaran nama baik.
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ABSTRAK

Pasal 65 dan 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai terlalu luas, multitafsir dan berpotensi
menjadi alat kriminalisasi selanjutnya setelah KUHP dan UU ITE. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tindakan mengungkap dan menyebarkan
data pribadi khususnya catatan kejahatan seseorang dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP. Serta mengkaji
bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang agar lebih
melindungi produk jurnalistik, tidak menimbulkan kekaburan hukum, dan
menjamin kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) UU
PDP memiliki lingkup yang terlalu luas pada frasa “melawan hukum” dan tidak
mengecualikan kepentingan jurnalistik akibatnya jurnalis dan produk jurnalistik
berpotensi dikriminalisasi dengan menggunakan kedua pasal tersebut ketika
mengungkapkan catatan kejahatan milik orang lain, Akan tetapi catatan kejahatan
yang dimaksud hanya berupa SKCK dan pencantuman dalam daftar pencegahan
atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf d
UU PDP, Sehingga jika catatan kejahatan yang diungkap dan disebarkan bukan
berupa kedua dokumen tersebut. Maka hal itu tidak termasuk data pribadi yang
dilindungi dan bukan merupakan tindak pidana selagi publik mempunyai urgensi
untuk mengetahuinya. Selain itu Indonesia disarankan agar dapat menggunakan
konsep pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik
sebagaimana tertuang dalam pasal 85 Peraturan Perlindungan Data Pribadi Uni
Eropa (GDPR).

Kata Kunci (keyword): Catatan Kejahatan, Hukum Pidana, Jurnalis, GDPR.

Xiii
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